Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Bersama Di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang
sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam
maupunpun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 20
November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 16 Mei 2000 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Raas,
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Kabupaten Sumenep. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor: B-xxxx tertanggal
01 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Kabupaten (Sumenep selama 5 tahun, kemudian pindah di
alamat Kabupaten Badung sampai sekarang.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak
bernama :

¢ Anak, (perempuan), lahir tanggal xxxx;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak
bulan Januari 2013 yang penyebabnya antara lain :

e Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita lain dan terakhir
berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL.

e Tergugat jarang memberi nafkah, kalaupun memberi tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan Juni 2015 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui
lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia.Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sampai
sekarang.

6. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat
telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan
Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
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9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer :

1. Menggabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dibuat harus

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat setelah dipanggil di

kediaman Tergugat tidak bertemu dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di

Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media

massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara

pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun

Tergugat tidak hadir Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

panggilan tersebut merupakan panggilan resmi dan patut dan Tergugat tidak

pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sabh;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui
mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang

telah dibacakan di persidangan Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan
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patut dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa demikian juga upaya mediasi tidak dapat lakukan karena
Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim
sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa demikian juga upaya mediasi tidak dapat lakukan
karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun pencabutan yang dilakukan oleh
Penggugat terjadi sesudah surat gugatan dibacakan, namun oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak bisa didengar
jawaban Tergugat dan tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini
Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 271-272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan

yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;
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Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka
untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho,
S.H.l., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah,
S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I. Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.
Hakim Anggota,
Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1.

o r D
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Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp640.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp756.000,00

( Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )
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